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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pengaruh standar akuntansi 

pemerintahan, kredibilitas pemerintah, dan sistem pengendalian internal terhadap 

kualitas pelaporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif kausal 

dan pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sebagai berikut: Purposive 

sampling. Berdasarkan penelitian ini, variabel implementasi SAP berpengaruh secara 

simultan dan parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, variabel keandalan 

berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, dan 

SPIP berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas pelaporan keuangan, 

kemudian variabel keterandalan berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap 

kualitas laporan keuangan, dan SPIP berpengaruh secara simultan dan parsial 

terhadap kaulitas laporan keuangan. Penelitian ini hanya dilakukan di 30 OPD Kota 

Bogor. 

 

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Keterandalan dan Sistem 

Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.  

 

 

PENDAHULUAN  

Bentuk tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan administrasi Menurut Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengurus mempunyai kewajiban menyajikan laporan 

keuangan kepada masyarakat untuk menjelaskan pengelolaan dana masyarakat. 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mewajibkan pemerintah daerah untuk 

menyampaikan laporan terkait juga. Laporan keuangan yang berkualitas 
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mencerminkan pengelolaan keuangan negara yang baik. Indikator kualitas pelaporan 

keuangan diatur dalam PP 2010 No. 71 yaitu: (1) kepentingan; Artinya informasi yang 

dikandungnya dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu dan masa 

kini serta memprediksi penggunaannya di masa depan dalam pengambilan 

keputusan. (2) reliabel, artinya informasi yang dikandungnya tidak penting; (3) 

Informasi dalam sini mengandung sifat komparatif. Laporan tahunan dibandingkan 

dengan laporan tahunan sebelumnya. 

Laporan keuangan pemerintahan daerah yang berkualitas disusun sesuai dengan 

standar yang berlaku. Akuntansi harus diterapkan secara konsisten untuk 

memastikan pelaporan dan akuntabilitas keuangan yang lengkap dan tepat waktu. 

PP No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa pelaporan keuangan adalah informasi yang 

terkandung dalam pelaporan keuangan dan tidak mencakup informasi berikut: 

kesalahpahaman, kesalahan besar, dan semua masalah yang telah diklarifikasi. Jujur 

dan terbukti. Putra (2017) berpendapat bahwa informasi dalam laporan keuangan 

dapat bermakna, namun jika pengungkapan informasi tidak dapat diandalkan, 

pengguna tidak dapat mempercayai informasi yang diberikan dan dapat 

menyesatkan. Penelitian menunjukkan bahwa hal ini dapat menyebabkan informasi 

menyesatkan. Berbahaya bagi pengguna. Selain itu, pelaporan keuangan yang 

berkualitas memerlukan sistem pengendalian internal negara. 

SPIP merupakan strategi pengelolaan, pemantauan dan pengukuran sumber daya 

organisasi. Pengendalian internal ini diperlukan karena diperlukan petunjuk khusus 

dalam kegiatan operasional dan pelayanan. Ini berguna dan dapat menetapkan 

beberapa batasan dan ketentuan pada kinerja setiap tindakan. Setelah penyusunan 

laporan keuangan daerah, Badan Pengawasan Keuangan (BPK) melakukan audit 

untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. Diperiksa apakah kriterianya terpenuhi. Sesuai 

dengan standar. akuntansi pemerintahan. UU Ahli Akuntabilitas dan Manajemen 

Audit No. 15 Tahun 2004 memberikan jawaban permasalahan keuangan dalam empat 
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pendapat: pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pendapat Wajar Tanpa 

Pengecualian (WDP); Surat kuasa (TW) dan pernyataan ditolak atau tidak 

dikabulkannya permohonan tidak relevan; (TMP). Selain itu, laporan hasil 

pemeriksaan BPK akan disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat. 

 Tabel 1.1  

Ringkasan Hasil Audit Daftar Opini LKPD Kota Bogor Tahun 2015-2019 

Pemerintah 

lokal 

Pernyataan 

2015 

Pernyataan 

2016 

Pernyataan 

2017 

Pernyataan 

2018 

Pernyataan 

2019 

Kota 

Bogor 

WDP WTP WTP WTP WTP 

Sumber: IHPS 1 2020 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2014-2015, DPRD Kota Bogor 

menerima laporan pelanggaran Laporan Perekonomian Daerah (WDP). Hal ini 

disebabkan oleh beberapa kekurangan yang diidentifikasi oleh departemen audit. 

Kerugian tersebut adalah: Tenggat waktu. Namun, pernyataan WTP tersebut terbit 

antara tahun 2016 hingga 2018. Laporan WTP tersebut tidak menjamin pemerintah 

daerah atau organisasi daerah bebas dari korupsi. Khusus dalam pelaporan keuangan 

daerah, penilaian ini hanya sebagai kriteria untuk menilai apakah pelaporan tersebut 

sudah tepat dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

Badan Pemeriksa Keuangan mengidentifikasi sejumlah persoalan serius di LKPD 

Kota Bogor . Masalah utamanya tetap pada representasi wajar aset nominal di kolom 

neraca. Selain itu, pencatatan yang tidak akurat, ketidaksesuaian penyusunan laporan 

keuangan dengan SAP yang berlaku, waktu pelaporan yang tidak akurat, kualitas 

sumber daya manusia yang buruk, dan sistem informasi yang kurang memadai juga 

terkait. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas hasil pelaporan 

keuangan .  

Selain itu, terdapat beberapa permasalahan pada bidang ini berupa kelemahan sistem 

pengendalian internal, antara lain: 
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1. Laporan perpajakan yang dihasilkan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIPDEH) 

tidak sepenuhnya dapat diandalkan. 

2. Pemutakhiran data tanah dan bangunan kena pajak perdesaan dan perkotaan 

(PBB P2) belum memberikan data wajib pajak dan informasi penghasilan yang 

valid sepenuhnya. 

3. Aset tetap tersebut tidak sepenuhnya mencukupi. 

Selain itu, teridentifikasi permasalahan berikut mengenai pelanggaran hukum dalam 

penyusunan laporan keuangan. 

1. Kewajiban dipenuhi oleh pihak ketiga dan tidak ada peraturan tambahan 

yang dibuat untuk perubahan nama. 

2. 7- P- Volume dan Spesifikasi Proyek Rehabilitasi jalan dan trotoar di 

Departemen Pekerjaan Umum dan Perencanaan Wilayah (PUPR) selama ini 

dan masih belum memadai (yaitu Rs. 798.667.479,77). 

3. Hilangnya kapasitas produksi dan ketidaksesuaian spesifikasi fisik pada 

tiga paket pekerjaan konstruksi dan konstruksi senilai Rp2.283.341.303,91. 

https://megapolitan.antaranews.com.    

Hasil studi implementasi SAP dipublikasikan oleh Meinars et al. (2019) dan 

menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan kumulatif 

(SAP) berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan. 

Mokoginta dkk. (2017) dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan 

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Publik” 

menemukan bahwa sistem manajemen pemerintahan mempunyai dampak yang 

signifikan terhadap BPKAD di Boran Utara-Mongondo. 

Selain itu, Putri, HPA dkk. (2019) Dampak Kompetensi SDM, SPI dan SAP Terhadap 

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Paris menemukan 

bahwa variabel SAP mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pemerintah Paris. Laporan keuangan. saya 

beri pemerintah Saya Pemerintah Daerah Kabupaten Pali, OPD. 
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METODE PENELITIAN  

Obyek Penelitian ini mengkaji 30 organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah kota 

Bogor. Pada saat yang sama, metode kausal dan kuantitatif digunakan dalam desain 

penelitian. 

Variabel independen penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi negara, 

keandalannya, dan sistem pengendalian internal negara. Variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pelaporan dan kualitas keuangan. Penelitian 

ini diikuti oleh 4.444 OPD di Kota Bogor. Populasinya adalah seluruh pegawai OPD 

Kota Bogor 30 orang yang berjumlah 1,50 orang. Teknik pengambilan sampel 

digunakan dan jumlah orang yang terlibat dijadikan sampel sebanyak 1000 orang.tipe 

data. diperlukan Investigasi berlanjut. Ini adalah data kuantitatif. Informasi 

kuantitatif. Gigi.     

Data yang dikumpulkan berbentuk angka atau poin dan dianalisis menggunakan 

metode statistik (Sugiyono, 2016:137). keluar Digunakan untuk tujuan penelitian. 

Data primer diperoleh dari tanggapan 30 responden terhadap kuesioner yang disebar, 

dan data sekunder diperoleh dari penelitian terdahulu dan tinjauan pustaka. 

Peneliti melakukan teknik pengujian data untuk mengkonfirmasi Data ini memenuhi 

persyaratan untuk diproses dengan metode statistik. Teknik pengujian data meliputi 

analisis. Statistik deskriptif. Dan asumsi klasik. Analisis ini digunakan untuk 

menentukan skala keputusan akhir. Pengujian hipotesis klasik meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas II, dan uji Heteroskedastisitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Untuk menggambarkan karakteristik respondeng maka dilakukan analisis 

deskriptif penelitiang berdasarkan pada pengelompokan jenis kelamin, usia, tingkat 

pendidikan, bidang pendidikan dan lama bekerja. 

Tabel 4. Rekapitulasi Karakteristik Responden 

No Kriteria Responden Karakteristik Jumlah/orang 
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1 Jenis Kelamin Perempuan 56 

2 Usia 30-41 45 

3 Pendidikan Terakhir S1 64 

5 Masa Kerja > 10 Tahun 65 

Sumber : Datar diolah, 20211 

 Berdasarkan tabel 4, responden dengan jenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 56 orang dengan rentan usia 30-41 tahun 45 orang, tingkat pendidikan S1 

sebanyak 64 orang,ygdan lama bekerjanya lebih7 dari 10 tahun sebanyak 65 orang. 

Uji Normalitas

Pengujian Kolmogorov-Smirnov (K-S) yaitu sebesar 0,062. Nilai asymp.sig.2 tailed > 0,05 

sehingga model regresi berdistribusi normal dan data layak untuk didiuji dalam 

penelitian ini. 

Koefisien Korelasi  Berganda 

Analisis koefisien korelasii berganda dilakukan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antara penerapan SAP, keterandalan, dan SPIP secara bersama-sama 

terhadap kualitas. laporan keuangan. 

Tabel 8. Koefisien Korelasiy Berganda 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .825a .681 .671 2.00804 

 

Berdasarkan tabel 8 dapat dilihat bahwa R Square/R2 sebesar 0,681 atau 68,1%. 

Ini menunjukkan bahwa varians variabel kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan 

oleh penerapan SAP, keterandalan dan SPIP sebesar 68,1%. Sisa 31,9% (100% -68,1%) 

dapat.dijelaskan oleh variabel selain model penelitian. Semakin besar R-square, 

semakin baik variabel dependen terhadap variabel independen prediktif. 

Pengujian Hipotesis 

Pengaruh Penerapan SAP, Keterandalan dan SPIP Secara Simultan terhadap 

Kualitas. Laporan Keuangan 

Hasil pengujian uji F dilihat pada tabel 9 berikut ini. 
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Tabel 9. Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regressio

n 
824.747 3 274.916 68.180 .000a 

Residual 387.093 96 4.032   

Total 1211.840 99    

Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa hasil dari uji F penelitian ini diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 68,180 dengan nilai Ftabel sebesar 3,09. Apabila nilai Fhitung 

dibandingkan.dengan nilai Ftabel maka Fhitung lebih.besar dibandingkan dengan Ftabel 

(68,180 > 3,09) dengan nilai signifikansi F kurang dari 0,05 sebesar 0,000 ( 0,000 < 0,05). 

Oleh karena. itu, dapat disimpulkan. bahwa uji F menunjukkan.bahwa H0 ditolak dan 

Ha diterimam yangi berarti tingkat. pendidikan, pemahaman. akuntansi dan 

keterandalan secara simultan. berpengaruh terhadap kualitas. Lapo  ran keuangan. 

Pengaruh Penerapan SAP, Keterandalan dan SPIP Secara Parsial terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan 

Hasil pengujian uji t dapat. dilihat. pada Tabel 10 berikut ini. 

Tabel 10. Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.937 2.544  .761 .949 

Penerapan SAP .302 .087 .262 3.459 .001 

Keterandalan .524 .064 .581 8.182 .000 

SPIP .149 .069 .165 2.161 .033 

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan 
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Pengujian hipotesis menggunakan uji t dapat dilakukan dengan memperhatikan 

tingkat signifikansi yaitu. sebesar 5%. atau 0,05 dengan keputusan jika nilai 

signifikansi < 0,05 maka H0.ditolak dan Ha diterima, begitupun sebaliknya jika nilai 

signifikansi.> 0,05 maka H0.diterima..dan Ha ditolak. Tingkat keyakinan yang 

digunakan. yakni 95% dan derajat. kebebasan (df) = n-k (100-3-1=96), maka diperoleh 

ttabel sebesar 1,984. 

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa: 

1. Hasil pengujian menggunakan uji t diperoleh nilai thitung untuk variabel penerapan 

SAP adalah sebesar 3,459, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,984. Apabila thitung 

idibandingkan dengan ttabel maka thitung>ttabel (3,459 > 1,984) dengan tingkat 

signifikansi 0,011 yang artinya kurang dari 0,05 (0,001.< 0,05). menunjukkan 

bahwa H0. ditolak dan. Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan Bahwa 

penerapan SAP berpengaruh positif signifikan terhadap.kualitas laporan 

keuaangan. Pengaruh penerapan SAP ini menunjukkan bahwa apabila nilai 

kualitas laporan keuangan meningkat artinya penerapan SAP pun meningkat. 

2. Hasil pengujian dengan uji t diperoleh nilai thitung untuk variabel keterandalan 

adalah sebesar 8,182, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,984. Apabila thitung 

dibandingkani dengan. ttabel maka thitung>ttabel (8,182 > 1,989) dengan tingkati 

signifikansi. 0,00 yang artinya kurang dari 0,05 (0,00< 0,05). Menunjukkan bahwa 

H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga disimpulkan bahwa keterandalan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pengaruh 

ketreandalan ini menunjukkan bahwa apabila nilai kualitas laporan keuangan 

meningkat maka keterandalan akan meningkat. 

3. Hasil pengujian dengan uji t diperoleh nilai. thitung untuk variabel SPIP adalah 

sebesar 2,161, sedangkan nilai ttabel sebesar 1,984. Apabila thitung. dibandingkan 

edengan ttabel maka thitung>ttabel (2,161 > 1,984) dengan tingkata signifikansi 0,033 

yang artinya kurang dari 0,05 (0,033 < 0,05). Ini menyatakan H0 ditolak dan Ha 

diterima, dapat disimpulkan SPIP berpengaruh positif signifikan terhadap 
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kualitas laporan. keuaangan Pengaruh dari SPIP ini menunjukkan bahwa jika 

nilai kualitas laporan keuangan meningkat maka SPIP tersebut akan meningkat.  

 

KESIMPULAN 

1. Secara simultan penerapan SAP, keterandalan dan SPIP berpengaruh positif dan 

signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Bogor. 

2. Secara parsial penerapan SAP, keterandalan dan SPIP berpengaruhhupositif dan 

signifikanan terhadap kualitas laporan keuangan OPD Kota Bogor. 
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